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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat. Menurut Jumhur ulama 

menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari li‟an adalah termasuk fasakh bukan talak, 

karena dengan adanya li‟an keduanya suami istri menjadi haram berkumpul kembali dalam 

suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 

memiliki hubungan darah (muhrim). Berdasarkan dalil bahwa keharaman selama-lamanya 

karena disamakan sebagai orang yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat fasakh 

karena li‟an menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga 

tidak mendapat tempat tinggal. Adapun menurut Imam Abu Hanifah bahwa adanya kewajiban 

suami terhadap istri yang dili‟an karena akibat li‟an menurut Imam Abu Hanifah adalah talak 

bain dimana wanita yang ditalak bai‟in ini masih mendapatkan hak nafkah dan tempat 

tinggal. 

 

Kata Kunci: Kewajiban, Li‟an, Nafkah 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk 

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut 

ketentuan-ketentuan syariat Islam.
1
 Pernikahan itu pada dasarnya diperintahkan/dianjurkan 

oleh syara‟. Diantara tujuan disyariatkannya pernikahan untuk mendapatkan keluarga bahagia 

yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih saying.
2
 Sebagaimana firman Allah dalam surat 

Ar-Rum ayat 21: 

                               

               

Artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari 

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan 

dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Ruum : 21) 

                                                             
1
 Moh. Rifa‟i, Fiqh Islam Lengkap, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), h. 453. 

2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang 

Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. ke-1, h. 47. 
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Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun 

secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan 

masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga. Karena keluarga 

merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat 

tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian juga kesejahteraan perorangan sangat 

dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara 

garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian sangat besar 

terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu 

perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.
3
 

Li‟an ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina 

dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, 

kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima 

la‟nat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.
4
 Jika seseorang menuduh orang lain 

berzina, namun tidak dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri maka dia 

harus di hadd qadzaf karena menuduh tanpa bukti.  

Lain halnya jika suami sendiri yang menuduh istrinya berzina tetapi suami juga tidak 

dapat mendatangkan empat orang saksi kecuali dirinya sendiri, maka suami dapat 

terhindarkan dari hadd qadzaf, jika suami mau bersumpah empat kali dan yang kelimanya 

adalah laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta, maka dengan sumpah ini terlepas dari hadd, 

ini disebut dengan li‟an. Li‟an merupakan jalan keluar bagi suami. Jika suami menuduh 

istrinya berbuat zina dan dia kesulitan untuk mengajukan kesaksian. Jalan keluarnya ialah 

suami meli‟an istrinya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S. An-Nur ayat 6-7:  

                            

                                   

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada 

mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 

empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk 

                                                             
3
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010),  Cet. ke-4, h. 13-14. 

4 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh Jilid II, 

(Jakarta: 1984-1985), Cet. ke-2, h. 264. 
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orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika 

Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. (Qs. An-Nuur: 6-7) 

Selain itu, apakah perceraian karena li‟an ini talak atau fasakh. Dalam menanggapai 

masalah ini Jumhur Ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari li‟an adalah 

termasuk fasakh bukan talak, karena dengan adanya li‟an keduanya suami istri menjadi haram 

berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (muhrim). Tetapi Imam Abu Hanifah 

menganggapnya sebagai talak ba‟in. Hal ini karena timbul li‟an dari pihak suami dan tak ada 

campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak 

bukan fasakh. 

Adapun ulama yang mengikuti pendapat pertama yaitu yang dianggap sebagai fasakh 

mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang 

yang berhubungan mahram. Mereka berpendapat fasakh karena li‟an menyebabkan bekas istri 

tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal. Hal ini 

karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam talak saja bukan dari fasakh.
5
 

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula‟anah: 

تِ انْمُلاعََىتَِ   ض  عَهِ ابْهِ عَبَّا ٍَ  ،فىِ لِصَّ ثَ نَ ُْ سَهَّمَ لضََى : انَْ لََ لُ ََ  ًِ ٍْ ًَّ صَهَّى اللهِ عَهَ لََ ، اانََّ انىَّبِ ََ
ا )زَاي احمدَ ابُ داَد ٍَ فَّى عَىْ َُ َ لََ مُخ ََ ٍْسِ طَلَا ق   لاَنِ مِهْ غَ ٍُمَا ٌخَفَسََّ مِهْ اجَْمِ اوََّ

6
( 

Artinya: Dari Ibnu Abbas dalam kisah li‟an bahwasanya Nabi SAW telah memutuskan tidak 

ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk wanita 

tersebut, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena ditinggal 

mati suami.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). 

 

Pendapat Imam Abu Hanifah yang termaktub didalam kitab Bada‟i Al-Shana‟i Fi Tartibi 

Syara‟ tentang li‟an termasuk talak ba‟in:  

ٍْمتَِ باَ ئىِتَ   عاَنِ فسِْلتَُ بِخطَْهِ د  : انْفِسْ لتَُ فىِ انهِّ مُحَمَّ ََ ٍْفتَِ  حَىِ ُْ لالََ ابَُ
7

 
Artinya: Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Perceraian yang  terjadi pada li‟an adalah 

perceraian talak ba‟in”. 

 

Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa suami masih berhak memberi nafkah dan tempat 

tinggal sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al-Mabsuth: 

عُ انْفِسْلتَِ بسَِببَِ مِ  ُْ لُ َُ ًُّ فًِ انْعِدَّةِ لَِنََّ  انسَّكَىِ ََ ا انىَّفمَتَُ  ٍَ ندَ  فهََ ََ ٍْسِ  ا بغَِ ٍَ اِذاَ لََ عَىْ ََ ِِ َْ تِ انصَّ ٍَ  هْ جْ

                                                             
5 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640. 
6 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1994), Juz II, h. 255.  
7
 Imam Ala‟uddin Abu Bakar Bin Mas‟ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada‟i Al-Shana‟i Fi Tartibi Syara‟, Juz V 

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, h. 53. 
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Artinya: Dan apabila suami meli‟an istrinya tanpa ada anak, maka bagi istri tersebut ada 

nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah sebab terjadinya perceraian itu datang 

dari pihak suami
8
. 

 

Dengan terjadinya sumpah li‟an maka terjadilah penceraian antara suami istri tersebut 

dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam hadits: 

لاَ لٌََجَْخمَِعاَنِ ابَدَاً )زَاي ابُ داَد )انْمُخلَاعَِىاَنِ اذِاَحفَسََّ
9

 
Artinya: Kedua belah pihak yang saling meli‟an tidak boleh kumpul kembali selamanya. (HR. 

Abu daud). 

 

Akan tetapi menurut Ulama selain Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan 

bahwa li‟an tidak termasuk talak, maka tidak berkewajiban memberi nafkah dan tempat 

tinggal.
10

 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan buku Imam 

Abu Hanifah yang berjudul “Bada‟i Al-Shana‟i Fi Tartibi Syara‟ dan “Al-Mabsuth” sebagai 

rujukan bahan hukum primer sedangkan bahan hukum sekunder dalam tulisan ini literatur 

yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode 

Deskriptif dan Yuridis Normatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan 

pemikiran Imam Abu Hanifah tentang kewajiban suami terhadap istri yang di li‟an, yaitu 

mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta yang diperoleh selama penelitian, tetapi 

yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data tersebut sepanjang 

berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Bersifat Yuridis normatif karena penelitian ini 

mengkaji dan menganalisis pemikiran Imam Abu Hanifah, terhadap kewajiban suami 

terhadap istri yang dili‟an, yaitu mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yamg 

diistinbatkan atau ditetapkan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. 

 

C. PEMBAHASAN 

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri yang diLi’an Menurut Imam Abu Hanifah 

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

                                                             
8
 Al-Syamsuddin Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, (Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993 ), Juz 7, h. 45. 

9 Abu Daud, op.cit., h. 120. 
10

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640. 
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Perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah.
11

 Salah satu bagian yang terpenting adalah masalah nafkah dalam perkawinan. 

Keharusan nafkah dari seorang suami tidak hanya sewaktu ia menjadi istri sahnya dan 

terhadap anak-anak dari istrinya itu, suami juga menafkahi  pada saat perceraian. Nafkah 

disini seperti penyediaan kebutuhan istri, seperti makanan, tempat tinggal dan lain-lain. 

Adapun dasar kewajiban nafkah bagi istri dalam hadits Rasulullah SAW diantaranya 

adalah sabda Rasulullah SAW ketika haji wadak: “Takutlah kamu kepada Allah (dalam 

hal yang berhubungan dengan) wanita (istri). Mereka itu ibarat tawanan kamu. Kamu 

ambil mereka sebagai amanah Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka melalui 

kalimat Allah, kewajiban kamu untuk memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara 

yang makruf...” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Malik dari Jabir bin Abdullah).
12

 

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa istri yang dicerai karena li‟an disebut 

talak ba‟in karena hal itu datang dari pihak suami. Sebagaimana yang termaktub dalam 

kitab Bada‟i as-Shana‟i: 

ٍْمتَِ باَ ئىِتَ   عاَنِ فسِْلتَُ بِخطَْهِ د  : انْفِسْ لتَُ فىِ انهِّ مُحَمَّ ََ ٍْفتَِ  حَىِ ُْ لالََ ابَُ
13

 

Artinya: Menurut Abu Hanifah dan Muhammad perceraian yang terjadi pada li‟an adalah 

perceraian talak ba‟in”. 

Dalam kitab Al-Mabsut Abu Hanifah berpendapat bahwa istri yang dicerai akibat 

li‟an itu mendapatkan nafkah dan tempat tinggal baik memiliki anak maupun tidak 

memiliki anak. 

عُ انْفِسْلتَِ بسَِببَِ مِ  ُْ لُ َُ ًُّ فًِ انْعِدَّةِ لَِنََّ  انسَّكَىِ ََ ا انىَّفمَتَُ  ٍَ ندَ  فهََ ََ ٍْسِ  ا بِغَ ٍَ اِذاَ لََ عَىْ تِ ََ ٍَ هْ جْ

 ِِ َْ  امَ ٍُ ىَ ٍْ ا بَ مَ  دِ نَ َُ بِ  ثْ اءَ جَ  اذَ اِ فَ  الً لاَ طَ  انَ ا كَ رَ ٍَ نِ ََ  انصَّ
Artinya: Dan apabila suami meli‟an istrinya tanpa ada anak, maka bagi istri  tersebut 

ada hak dan tempat tinggal selama masa iddah sebab terjadinya  perceraian 

itu datang dari pihak suami, dan apabila istri memiliki anak maka ia berhak 

berhak mendapat keduanya.
14

 

 

Abu Hanifah memberikan pernyataan bahwa seorang istri yang ditalak suami itu 

masih berhak  nafkah dan tempat tinggal meskipun itu ditalak raj‟i maupun talak ba‟in, 

baik dalam keadaan hamil maupun tidak hamil. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab 

                                                             
11

 Fauddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta: Pustaka Inti, 1999), Cet. ke-1, h. 6. 
12

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, Kifayatul Akhyar, Penerjemah Syarifuddin 

Anwar, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 1281. 
13

 Imam Ala‟uddin Abu Bakar Bin Mas‟ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada‟i Al-Shana‟i Fi Tartibi Syara‟, Juz 

V (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, h. 53. 
14 Al-Samsuddin Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, ( Beirut: Darul Kitab Amaliyah, 1993 ), Juz 7, h. 45. 
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Al-Bada‟i Al-Shana‟i karya Imam Ala‟uddin Abu Bakar Bin Mas‟ud Al-Kasani Al-

Hanafi: 

ا ًٍ عِ جْ زَ  قُ لَا انطَّ  انَ كَ  اء  َُ سَ  ًُّ ىِ كَ انسَّ ََ  تُ مَ فَ ا انىَّ ٍَ هَ فَ  ق  لَا طَ بِ  ِِ َْ انصَّ  مِ بْ لَ  هْ مِ  جْ اوَ ا كَ ذَ اِ  تَ لَ سْ نفِ اْ  نَّ اَ 

ََ ىً ائِ بَ َْ اَ   لًا ائِ حَ َْ  اَ لًا امِ حَ  جْ ا وَ كَ  اء  َُ سَ ا 
Artinya: Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami 

terhadap istri sama halnya dengan suami menalak raj‟i atau ba‟in istrinya, yaitu 

dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau 

tidak dalam keadaan hamil.
15

 

 

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar hukum pada 

masalah kewajiban suami terhadap istri yang dili‟an  ini adalah Al-Qur‟an hadist dan 

qiyas. Pertama firman Allah swt dalam surat At-Thalaq ayat 6. Perceraian akibat li‟an 

menurut Abu Hanifah ialah talak ba‟in. Hal ini disebabkan oleh talak itu datang dari 

pihak suami
16

. Dalam kitab Bada‟i Al-Shana‟i karya Ibn Mas‟ud Al-Kasani menentukan 

dasar hukum tentang nafkah istri dalam iddah talak ba‟in, berdasarkan pada Q.S At-

Thalaaq ayat 6: 

                         

                            

                       

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya. (Qs. Thalaq: 6).
17

 

 

Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tersebut ia berhak memperoleh nafkah dan 

tempat tinggal
18

. Alasannya firman Allah dalam Q.S At-Thalak ayat 6, terdapat potongan 

ayat yang bersifat „amm (umum), yaitu: 

                                                             
15 Imam Ala‟uddin Abu Bakar Bin Mas‟ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada‟i Al-Shana‟i Fi Tartibi Syara‟, Juz 

V ( Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, h. 121. 
16

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. ke-2, h. 640. 
17

 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 28, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

1986), h. 234. 
18

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara), h. 334. 
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                   

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka”. (Q.S. Ath-Thalaq: 6) 

 

Lafadz „amm adalah suatu lafadz yang menunjukkan makna yang sebenarnya sesuai  

lafadz yang ada tanpa ada pengkhususan.
19

 Oleh sebab itu, menurut potongan ayat 

tersebut berlaku untuk semua talak, baik talak raj‟i maupun talak ba‟in. Pada keseluruhan 

Q.S At-Thalak ayat 6, tidak terdapat suatu ayat yang menunjukkan secara khusus untuk 

talak raj‟i saja yang mendapatkan nafkah, sehingga mantan istri yang ditalak ba‟in oleh 

suaminya tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah.
20

 

Takhsis merupakan bentuk pengamalan hukum, apabila terdapat suatu lafadz yang 

masih berbentuk „amm (umum), maka takhsis ini akan digunakan apabila dalam lafadz 

„amm (umum) ini dibutuhkan adanya lafadz yang menunjukkan arti khusus dengan 

menunjukkan dalil-dalil lain yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan adanya 

lafadz khas dalam lafadz „amm. Dalil takhsis itu bisa berupa dalil naqli maupun aqli.
21

 

Landasan hukum yang kedua, M. Nashiruddin Al-Albani dalam buku Ringkasan 

Shahih Bukhari jilid 3 dan 4, mencantumkan hadits tentang li‟an dan siapa yang mentalak 

setelah li‟an bab ke-28 hadits no 2118, dari Abu Hanifah dan Muhammad sebagaimana 

yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa‟ad:  

 هَ ٍْ بَ  هَ عَ ا لََ مَّ نَ  مَ هَّ سَ ََ  ًِ ٍْ هَ عَ  ى اللهُ هَّ صَ  اللهِ  لَ ُْ سُ زَ  نَّ اَ  ...... يِ دِ اعِ انسَّ  دِ عْ سَ  هِ بْ  مِ ٍْ سَ  هْ عَ 

 ،اٍَ خُ كْ سَ مْ اَ  نْ اِ  ،اللهِ  لَ ُْ سُ ا زَ ا ٌَ ٍَ ٍْهَ عَ  جُ بْ رَ : كَ سُ مِ ٌْ َُ عُ  الَ مَ فَ  ،ًِ حِ اَ سَ مْ اِ  هَ ٍْ بَ ََ  وىِلاَ جْ عَ انْ  سِ مِ ٌْ َُ عُ 

ُ  مْ نَ  نْ ا اِ ٍَ ٍْ هَ عَ  جُ بْ رَّ : كَ  اثِ اٌَ ََ انسِّ  ضِ عْ بَ  ًْ فِ ََ  ،اثً  لاَ ثَ  ك  انِ طَ  ًَ ٍِ فَ   ،اثً لَا ثَ  ك  انِ طَ  ًَ ٍِ فَ  ،اٍَ لُ زِ  افَ ا

ِ  بُ ٍْ مِ عَ  ِِ َْ انصَّ  قُ  لاَ طَ ازَ صَ فَ 
 دَ عْ ا بَ ثً لاَ ثَ  ًُ خَ جَ َْ شَ  كَ هَّ طَ  سُ مِ ٌْ َُ عُ  نَّ لََِ  ،هِ ٍْ ىَ عِ  لاَ خَ مُ انْ  تَ ىَّ سُ  انِ عَ انهّ

َ فَ  مَ هَّ سَ  ََ  ى اللهُ هَّ صَ  اللهِ  لِ ُْ سُ زَ  دَ ىْ عِ  انِ عَ انهِّ   مَ هَّ سَ ََ  ى اللهُ هَّ صَ  اللهِ  لُ ُْ سُ زَ  ًِ ٍْ هَ ا عَ ٌَ  رَ فَ وْ  ا

Artinya: Sahl bin Sa‟ad.....sesungguhnya Rasullah SAW tatkala „Uwaimir „Ajlani meli‟an 

istrinya maka „Uwaimir berkata, aku telah berbohong terhadapnya wahai 

Rasulullah, bahwa aku telah menyentuhnya maka jatuhlah talak tiga. Pada 

riwayat lain „Uwaimir berkata aku berbohong kepadanya. Jika aku 

menceraikannya maka jatuhlah talak tiga, maka jadilah talak suami itu akibat 

li‟an yang disunahkan Rasulullah.
22

 

                                                             
19

 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 50. 
20

 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya: PT Bina Ilmu), Jilid 3, h. 262. 
21

 Ibid, h. 191. 
22

 Nashiruddin al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2008), Cet. ke-1, h. 479. 
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Landasan hukum yang ketiga, mengenai masalah cerai akibat li‟an Abu Hanifah 

dalam mengambil landasan hukumnya juga menggunakan qiyas.  Berdasarkan dalam Q.S 

At-Thalak ayat 6, Abu Hanifah mengqiyaskan cerai akibat li‟an masuk kedalam kategori 

talak yang datang dari pihak suami. Demikianlah alasan atau dasar hukum yang 

digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan kedudukan kewajiban suami terhadap 

istri yang dili‟an. Berlandaskan ayat al-Qur‟an dan hadist diatas Imam Abu Hanifah 

mengatakan bahwa perceraian yang terjadi akibat li‟an ialah talak ba‟in dan istri masih 

berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. 

2. Kedudukan Kewajiban Suami Terhadap Istri yang diLi’an Menurut Imam Abu 

Hanifah 

Jumhur ulama menyatakan bahwa perceraian yang dihasilkan dari li‟an adalah 

termasuk fasakh bukan talak, karena dengan adanya li‟an keduanya suami istri menjadi 

haram berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan, sebagaimana antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah (muhrim). Berdasarkan 

dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang 

berhubungan mahram. Mereka berpendapat fasakh karena li‟an menyebabkan bekas istri 

tidak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal.
23

 

Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula‟anah: 

تِ انْمُلاعََىتَِ   ابْهِ عَبَّاض  عَهِ  ثَ ’ فىِ لِصَّ ُْ سَهَّمَ لضََى : انَْ لََ لُ ََ  ًِ ٍْ ًَّ صَهَّى اللهِ عَهَ انََّ انىَّبِ

ا ٍَ ا )زَاي احمدَ ابُ ’ نَ ٍَ فَّى عَىْ َُ َ لََ مُخ ََ لاَنِ مِهْ غٍَسِْ طَلَا ق   مَا ٌخَفَسََّ ٍُ لََ مِهْ اجَْمِ اوََّ ََ
داَد

24
( 

Artinya: Dari Ibnu Abbas dalam kisah li‟an bahwasanya Nabi SAW telah memutuskan 

tidak ada kewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat tinggal untuk 

wanita tersebut, karena keduanya berpisah bukan karena talak dan bukan karena 

ditinggal mati suami.” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud). 

 

Jumhur ulama yang mengatakan bahwa perceraian yang terjadi akibat li‟an adalah 

fasakh bukan talak. Apabila telah terjadi li‟an maka akibat hukum mengenai kewajiban 

suami terhadap istri yang dili‟an tersebut tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan 

tempat tinggal. Karena dengan adanya li‟an keduanya suami istri menjadi haram 

berkumpul kembali dalam suatu ikatan perkawinan. 

 

                                                             
23 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Jakarta:  Pena Pundi Aksara, 2010), Cet. Ke-2, h. 640. 
24 Dawud Sulaiman, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar Al-Fakr, 1994), Juz II, h. 255. 
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D. KESIMPULAN 

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian akibat 

li‟an menurut Abu Hanifah ialah talak ba‟in. Hal ini disebabkan oleh talak itu datang dari 

pihak suami. Kemudian perceraian yang terjadi akibat li‟an adalah talak  bukan fasakh. 

Adapun mengenai kewajiban suami terhadap istri yang dili‟an tersebut ia masih berhak 

memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Alasannya firman Allah dalam Q.S At-Thalak ayat 6, 

terdapat potongan ayat yang bersifat „amm (umum), yaitu: 

                   

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka”. (Q.S. ath-Thalak: 6) 

 

Adapun yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar hukum pada masalah 

kewajiban suami terhadap istri yang dili‟an  ini adalah Al-Qur‟an, hadist dan qiyas. Landasan 

hukum mengenai masalah cerai akibat li‟an Abu Hanifah dalam mengambil landasan 

hukumnya juga menggunakan qiyas.  Berdasarkan dalam Q.S At-Thalak ayat 6, Abu Hanifah 

mengqiyaskan cerai akibat li‟an masuk kedalam kategori talak yang datang dari pihak suami. 
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